BUPATI BUNGO
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum,
Panitia Pengawasan Pemilu dan Pemerintah Daerah, periu dilakukan pergeseran
anggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah mendahului penetapan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Butir V.11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam keadaan darurat dan/atau mendesak
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarakan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilaksanakan mendahului
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan
Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun RKA-
SKPD/PPKD dan mengesahkan DPA-SKPD/PPKD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bungo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat Il Tanjungan Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3903) tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4206);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan LemSbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanng Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negaa Republik Indonesia
Tahun 2007 tentang Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Ke
Bupati dan Wakil Bupati, serta

giatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

BUNGO NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bun
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tent
- Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 (Berita
diubah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan

¢. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Bunga

3). Belanja Subsidi

4). Belanja Hibah

5). Belanja Bantuan Sosial

6). Belanja Bagi Hasil

7). Belanja Bantuan Keuangan
8).Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Barang dan Jasa
3). Belanja Modal

Jumlah Belanja
Defisit

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Dengan adanya Perubahan Pasal | seba
ketentuan dalam Lampiran | dan Lampira
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 44) ;

Pasal |

go Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Atas
ang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 44 ),

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :
1. Pendapatan :

108.143.352.774,50
810.641.690.803,00
194.886.057.100,00
1.113.671.100.677.50

568.030.817.207,74
0,00
606.744.000,00
38.934.211.650,00
0,00
1.041.337.000,00
34.911.326.167,00
21.324.232.000,00
664.848.668.024,74

90.581.360.500,00
274.991.317.558,24
193.324.753.538,52
558.897.431.596,76

1.223.746.099.621,50
(110.074.998.944,00)

111.574.998.944,00
1.500.000.000,00

110.074.998.944,00

gaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa
n Il Peraturan Bupati Bungo Nomor 44 Tahun 2014

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
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3. Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2015 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo
Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor

44 Tahun 2014 tentang Penjaran ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 44);

masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Pasal Il
i
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

‘ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
‘ penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Mei 2015

P

{S EKDA IL4B. BUNSD

BUPATI BUNGO,

Birs H.RIDWAN.

S i Sl PR | E s 77
H. SUDIRMAN ZAINI

| Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

Drs. H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 12



